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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang tertuang pada Bab I, yang 

kemudian dianalisis pada bab-bab berikutnya yaitu Bab II, Bab II, dan Bab IV, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam keperluan pembuktian terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, 

Hukum positif yang berlaku telah mengatur bahwa keberadaan autopsi tidak 

dapat dihindari dan harus dilakukan, sesuai dengan yang tertuang dalam 

rumusan Pasal 134 ayat (1) KUHAP dan hasil dari autopsi yang dituangkan 

dalam Visum et Repertum merupakan alat bukti yang diakui berdasarkan 

Pasal 184 dan 187 KUHAP. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak 

kasus tindak pidana pembunuhan yang tidak melaksanakan proses autopsi 

karena terdapat penolakan yang diutarakan oleh keluarga atau kerabat 

korban dengan berbagai alasan seperti alasan keagamaan, budaya, sosial, 

dan keadaan ekonomi.  

2. Penolakan autopsi berdampak pada sistem peradilan pidana yang 

mengakibatkan terjadinya hambatan dalam penyidikan sehingga 

memungkinkan pelaku untuk kabur atau bahkan mengaburkan dan/atau 

menghilangkan bukti lain untuk menghapus jejak perbuatan pembunuhan 

yang telah dilakukan. Selain itu, penolakan autopsi yang membuat 

pencarian bukti terbatas dapat juga berakhir pada dikeluarkannya Surat 

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau penjatuhan putusan bebas atau 

lepas pada akhirnya. Selain itu, penolakan autopsi juga dapat 

mengakibatkan keluarga dijatuhi pidana yaitu atas penghalangan, 

pencegahan, atau penggagalan pemeriksaan jenazah sesuai dengan Pasal 

222 KUHP serta keluarga apabila di kemudian hari muncul masalah terkait 

keperdataan korban maka keluarga harus bertanggungjawab sepenuhnya. 

Namun tidak jarang di kemudian hari banyak keluarga yang menuntut atau 

meminta pertanggungjawaban kepada aparat penegak hukum (terutama 
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kepolisian) ketika timbul suatu masalah yang berkaitan dengan kematian 

korban.  

3. Hukum positif di Indonesia telah banyak mengatur ketentuan terkait 

pelaksanaan autopsi mulai dari KUHP, KUHAP, Peraturan Kepolisian 

hingga Peraturan Kesehatan. Keberadaan aturan-aturan tersebut telah 

menunjukan bahwa pemerintah telah berusaha untuk memaksimalkan 

pemberian kewenangan pada para aparat penegak hukum untuk 

menggunakan seluruh sarana dan prasarana untuk mengungkapkan 

kebenaran dan kepastian hukum ketika terjadi tindak pidana pembunuhan. 

Para aparat penegak hukum pun telah berusaha untuk melaksanakan hak dan 

wewenang yang tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut sebaik 

mungkin. Namun, penolakan tetap saja ada dan menjadi hambatan bagi para 

aparat penegak hukum untuk menjalani tugas mereka dalam menegakan 

hukum dan keadilan serta keberadaan peraturan perundang-undangan yang 

terkadang saling bertolak belakang atau tidak seragam juga mempersulit 

para aparat penegak hukum.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk permasalahan serupa di 

kemudian hari dengan mendasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah:  

1. Dibuatnya peraturan atau guidelines yang secara khusus diperuntukan untuk 

mengatur standar atau batasan seperti apa dalam suatu perkara pidana 

hingga autopsi tidak dapat dihindari serta lebih diperbanyaknya penelitian 

baik berupa penulisan akhir seperti skripsi, tesis, legal memorandum, studi 

kasus, ataupun disertasi serta artikel-artikel berbahasa Indonesia untuk 

mengedukasi pelajar terkait pelaksanaan autopsi yang tentunya dapat 

diakses oleh siapapun; 

2. Diadakannya suatu sistem atau ruang diskusi yang bebas paksaan dan 

terbuka bagi keluarga korban untuk menjelaskan maksud dan tujuan mereka 

menolak tanpa tekanan dan disaat yang sama pihak kepolisian dapat 

menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam bahasa yang mudah dimengerti 
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apa saja akibat yang akan diterima oleh keluarga atau kerabat korban di 

kemudian hari;  

3. Dilakukan seminar atau sosialisasi terkait pelaksanaan autopsi yang dapat 

dijadikan sarana kolaborasi antara bidang kedokteran dan kepolisian atau 

bahkan pemuka agama dan adat untuk mengedukasi masyarakat mengenai 

pentingnya autopsi dalam penyelesaian perkara pidana serta mulainya 

dilakukan penyeragaman pengaturan terhadap autopsi di setiap peraturan 

perundang-undangan untuk menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan dan 

penegakannya.
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Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Sartika Asih Bandung. 

Wawancara dengan Erwin Rionaldy Koloway, S.H., M.H., Tanggal 10 Mei 2024 

secara daring melalui whatsapp.   

Wawancara dengan dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM, M.Sc, Tanggal 27 Mei 2024 di 

Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung.  
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